KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR KEP- 106 /PP/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBELAJARAN ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terkait

proses penerbitan Surat Keterangan Pembelajaran
elektronik di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan, perlu menyusun standar
operasional  prosedur terkait penerbitan Surat
Keterangan Pembelajaran elektronik di lingkungan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

. bahwa berkenaan telah ditetapkannya Peraturan Kepala

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor
PER-2/PP/2018 tentang Surat Keterangan Pembelajaran
di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan, perlu menyusun standar operasional
prosedur terkait penerbitan Surat Keterangan
Pembelajaran  elektronik di lingkungan Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman
Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan
Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Keuangan, pimpinan unit
organisasi Eselon I berwenang menetapkan Standar
Operasional Prosedur setelah mendapat persetujuan dari

Sekretaris Jenderal,
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d. bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan telah

menyampaikan persetujuan terhadap Prinsip Usulan
SOP BPPK Periode I Tahun 2020 melalui Nota Dinas
Nomor ND-570/SJ/2020;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan
Pelattihan Keuangan tentang Standar Operasional
Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Pembelajaran
Elektronik di Lingkungan Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/TPA

Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di

Lingkungan Kementerian Keuangan,

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015

tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka
Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1034);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217
/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
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4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.01/2017
tentang Standar Operasional Prosedur Bertautan
Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
902/KMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor S515/KMK.01/2017
tentang Standar Operasional Prosedur Bertautan

Kementerian Keuangan,;

S. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Nomor PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi

Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;

6. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Nomor PER-2/PP/2018 tentang Surat
Keterangan Pembelajaran di Lingkungan Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBELAJARAN
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN.

Standar Operasional Prosedur Penerbitan STTP, STLUD,
STLUPKP, dan Sertifikat Secara Elektronik di Lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan

dan Pelatihan Keuangan ini.

Standar Operasional Prosedur Penerbitan Piagam dan SKTMP
Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatthan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan ini disampaikan kepada:

. Menteri Keuangan;
. Wakil Menteri Keuangan;
. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;

u A w DD

. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan;
6.Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatthan di
lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
8. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 16 Juli 2020

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Salinan Sesuai dengan aslinya ttd.
Sekretaris Badan
u.b.

Bagian Umum

RIONALD SILABAN
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP- 106 /PP/2020 TENTANG
STANDAR  OPERASIONAL  PROSEDUR
PENERBITAN SURAT KETERANGAN
PEMBELAJARAN ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEUANGAN

A. Standar Operasional Prosedur Penerbitan STTP, STLUD, STLUPKP, dan
Sertifikat Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Standar Operasional Prosedur
Penerbitan STTP, STLUD, STLUPKP, dan Sertifikat
Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan

No. SOP: Tanggal Penetapan | Tanggal Revisi: | Revisi Ke :

A. Deskripsi:

1.

SOP ini menggambarkan proses penerbitan Surat Tanda Tamat Pelatihan
(STTP), Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD), Surat Tanda Lulus Ujian
Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP), dan/atau Sertifikat secara
elektronik di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Proses dimulai dari penyiapan berkas, verifikasi data, sampai dengan
penandatanganan dan pengiriman berkas STTP, STLUD, STLUPKP, dan
Sertifikat secara elektronik.

Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) adalah surat pernyataan absah yang
menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan
keseluruhan program pelatihan  yang  bersifat  persyaratan
pengangkatan dan promosi jabatan.

. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) adalah surat pernyataan absah

yang menerangkan bahwa pemiliknya telah lulus Ujian Dinas.

Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP)
adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya
telah lulus UPKP.

Sertifikat adalah surat pernyataan absah yang menerangkan
bahwa pemiliknya telah mengikuti kegiatan Pembelajaran.

B. Dasar Hukum:

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.01/2019;

. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor

PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan
Kementerian Keuangan,;



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-6 -

3. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor

PER-2/PP/2018 tentang Surat Keterangan Pembelajaran di Lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

C. Ketertautan:
1. SOP Penerbitan Piagam dan SKTMP Secara Elektronik di Lingkungan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,;

2. SOP Pemutakhiran Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Dokumen.
D. Pihak-Pihak yang Terlibat:

1.

2.

3.

4.

S.

6.

Kepala Pusdiklat;

Ketua Panitia Ujian Dinas (UD)/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
(UPKP);

Sekretaris Panitia Ujian Dinas (UD)/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat
(UPKP);

Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja (Evalapkin)/Kepala Bidang
Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi (P3K);

Kepala Subbidang Pengolahan Hasil Diklat (PHD)/Kepala Subbidang
Evaluasi dan Pelaporan Kinerja (Evalapkin);

Pengolah Data Subbidang PHD/Subbidang Evalapkin.

E. Persyaratan dan Perlengkapan:
1.
2.

3.

Aplikasi Manajemen Pembelajaran BPPK;,

Aplikasi Human Resource Information System (HRIS) Kementerian
Keuangan;

Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi
Negara (SIPKA LAN).

F. Keluaran (Output):
STTP, STLUD, STLUPKP, dan/atau Sertifikat yang telah ditandatangani
secara elektronik.

G. Jangka Waktu Penyelesaian:

1. | Penyiapan berkas STTP, STLUD, S hari kerja sejak status
STLUPKP, dan/atau sertifikat untuk kelulusan/pencapaian
ditandatangani secara digital (per kelas) kompetensi peserta

ditentukan

2. | Verifikasi data pada berkas STTP, STLUD, | 1 hari kerja sejak berkas
STLUPKP, dan/atau Sertifikat (per kelas) | STTP, STLUD, STLUPKP,

dan/atau Sertifikat selesai
disiapkan

3. | Penandatanganan lembar STTP, STLUD, 1 hari kerja sejak berkas
STLUPKP, dan/atau Sertifikat (per kelas) | STTP, STLUD, STLUPKP,
oleh Kabid Evalapkin/P3K/ Sekretaris dan/atau Sertifikat selesai
Panitia UD/UPKP diverifikasi

4. | Penandatanganan lembar STTP, STLUD, 1 hari kerja sejak berkas
STLUPKP, dan/atau Sertifikat (per kelas) STTP, STLUD, STLUPKP,
oleh Kepala Pusdiklat/Ketua Panitia dan/atau Sertifikat
UD/UPKP diterima

S. | Pengiriman/sinkronisasi berkas yang 1 hari kerja sejak berkas
telah ditandatangani ke HRIS STTP, STLUD, STLUPKP,
Kementerian Keuangan dan SIPKA LAN dan/atau sertifikat selesai

(per kelas) ditandatangani
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SOP ini dilaksanakan untuk menjamin proses penandatanganan STTP,
STLUD, STLUPKP, dan/atau sertifikat (pelatihan dan non pelatihan) secara
elektronik di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
dilaksanakan secara tepat cara dan tepat waktu, serta integrasi data
kepegawaian dengan HRIS yang lebih cepat dan akurat.

I. Matriks RASCI

Kepala
Pusdiklat

Ketua
Panitia
UD/UPKP

Kabid
Evalapkin
/P3K

Sekretaris
Panitia
UD/UPKP

Kasubbid
PHD/
Evalapkin

Pengolah
Data

Penyiapan berkas STTP,
STLUD, STLUPKP,
dan/atau sertifikat untuk
ditandatangani secara
digital (per kelas)

R/A

Verifikasi data pada
berkas STTP, STLUD,
STLUPKP, dan/atau
sertifikat (per kelas)

R/A

Penandatanganan lembar
STTP, STLUD, STLUPKP,
dan/atau sertifikat (per
kelas) oleh Kabid
Evalapkin /P3K/Sekretaris
Panitia UD/UPKP

R/A

R/A

Penandatanganan lembar
STTP, STLUD, STLUPKP,
dan/atau sertifikat (per
kelas) oleh Kepala
Pusdiklat/ Ketua Panitia
UD/UPKP

R/A

R/A

Pengiriman /sinkronisasi
berkas yang telah
ditandatangani ke HRIS
Kementerian Keuangan
dan SIPKA LAN (per kelas)

R/A

J. Prosedur Kerja:

1. Kasubbid PHD/Evalapkin menentukan status peserta:
a. Jika dinyatakan berhak mendapat STTP, STLUD, STLUPKP, dan/atau

2.

Sertifikat, menugasi Pengolah Data Subbidang PHD /Evalapkin untuk
memproses penandatanganan STTP, STLUD, STLUPKP, dan/atau
Sertifikat secara elektronik;

Jika dinyatakan tidak berhak mendapat STTP, STLUD, STLUPKP,
dan/atau  Sertifikat, menugasi Pengolah Data Subbidang
PHD/Evalapkin untuk memproses penerbitan Surat Keterangan Telah

Mengikuti Pelatihan [SOP Penerbitan Piagam dan Surat Keterangan
Telah Mengikuti Pelatihan].

Pengolah Data Subbidang PHD/Evalapkin:
a.
b.

memilih pelatihan yang akan ditandatangani secara digital,
menentukan jumlah nomor STTP, STLUD, STLUPKP, dan/atau
Sertifikat;

memastikan kelengkapan data peserta dengan menggunakan data
HRIS Kementerian Keuangan;
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d. melengkapi dan memastikan kebenaran data lembar STTP, STLUD,
STLUPKP, dan/atau sertifikat;

e. melakukan generate berkas STTP, STLUD, STLUPKP, dan/atau
sertifikat; dan

f. melakukan pratinjau seluruh STTP, STLUD, STLUPKP, dan/atau
sertifikat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data.

kemudian melalui aplikasi menyampaikan kepada Kasubbid
PHD/Kasubbid Evalapkin.

Kasubbid PHD /Kasubbid Evalapkin:

a. memilih pelatihan yang akan ditandatangani secara digital;

b. melakukan verifikasi data peserta dan lembar STTP, STLUD,
STLUPKP, dan/atau sertifikat; dan

c. mengubah status STTP, STLUD, STLUPKP, dan/atau sertifikat
menjadi “siap”.

kemudian melalui aplikasi menyampaikan kepada Kepala Bidang

Evalapkin/P3K/Sekretaris Panitia UD/UPKP.

Kepala Bidang Evalapkin/P3K/Sekretaris Panitia UD/UPKP:

a. memilih pelatihan yang akan ditandatangani secara digital,;

b. melakukan verifikasi data peserta dan lembar STTP, STLUD,
STLUPKP, dan/atau sertifikat; dan

c. melakukan penandatanganan STTP, STLUD, STLUPKP, dan/atau
sertifikat secara elektronik.

kemudian menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala
Pusdiklat/Ketua Panitia UD/UPKP bahwa STTP, STLUD, STLUPKP,
dan/atau sertifikat telah siap ditandatangani.

Kepala Pusdiklat/Ketua Panitia UD/UPKP:

a. memilih pelatihan yang akan ditandatangani secara digital;

b. melakukan penandatanganan STTP, STLUD, STLUPKP, dan/atau
sertifikat secara elektronik.

Pengolah Data Subbidang PHD/Evalapkin:

a. memantau status penandatanganan STTP, STLUD, STLUPKP,
dan/atau sertifikat;

b. memastikan bahwa tanda tangan telah dilakukan dengan benar; dan

c. melakukan pengiriman/sinkronisasi berkas STTP, STLUD,
STLUPKP, dan/atau sertifikat yang telah ditandatangani ke HRIS
Kementerian Keuangan dan SIPKA LAN.
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B. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Piagam dan SKTMP Secara
Elektronik di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Standar Operasional Prosedur
Penerbitan Piagam dan SKTMP Secara Elektronik di
Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan

No. SOP: Tanggal Penetapan | Tanggal Revisi: | Revisi Ke :

A. Deskripsi:

1.

SOP ini menggambarkan proses penerbitan Piagam dan Surat Keterangan
Telah Mengikuti Pelatihan (SKTMP) secara elektronik di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Proses dimulai dari penyiapan
berkas, verifikasi data, sampai dengan penandatanganan dan pengiriman
berkas Piagam dan SKTMP secara elektronik.

. Plagam adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa

pemiliknya memperoleh penghargaan telah berhasil menyelesaikan
program pelatihan dengan prestasi terbaik bagi 3 (tiga) peringkat teratas
dalam 1 (satu) Angkatan.

Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan (SKTMP) adalah surat
pernyataan absah yang menyatakan bahwa pemiliknya telah mengikuti
dan menyelesaikan program pelatihan namun tidak berhasil mencapai
kompetensi yang diharapkan.

B. Dasar Hukum:

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.01/2019;

. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor

PER-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor
PER-2/PP/2018 tentang Surat Keterangan Pembelajaran di Lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

C. Ketertautan:

1.

SOP Penerbitan STTP, STLUD, STLUPKP, dan Sertifikat Secara Eletronik
di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

2. SOP Pemutakhiran Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Dokumen.

D. Pihak-Pihak yang Terlibat:
1. Kepala Pusdiklat;
2. Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja (Evalapkin)/Kepala Bidang

Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi (P3K);
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3. Kepala Subbidang Pengolahan Hasil Diklat (PHD)/Kepala Subbidang

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja (Evalapkin);

4. Pengolah Data Subbidang PHD/Subbidang Evalapkin.

E. Persyaratan dan Perlengkapan:
1. Aplikasi Manajemen Pembelajaran BPPK;

2. Aplikasi
Keuangan.

F. Keluaran (Output):
Piagam dan/atau SKTMP yang telah ditandatangani secara elektronik.

G. Jangka Waktu Penyelesaian:

Human Resource Information System

(HRIS) Kementerian

1.

Penyiapan berkas Piagam dan/atau
SKTMP untuk ditandatangani secara
digital (per kelas)

5 hari kerja sejak status
kelulusan/pencapaian
kompetensi peserta
ditentukan

dan/atau SKTMP yang telah
ditandatangani ke HRIS Kementerian
Keuangan (per kelas)

2. | Verifikasi data pada berkas Piagam 1 hari kerja sejak berkas
dan/atau SKTMP (per kelas) oleh Piagam dan/atau SKTMP
Kasubbid PHD/Evalapkin selesai disiapkan

3. | Verifikasi data pada berkas Piagam 1 hari kerja sejak berkas
dan/atau SKTMP (per kelas) oleh Kepala Piagam dan/atau SKTMP
Bidang Evalapkin/P3K selesai diverifikasi oleh

Kasubbid PHD/Evalapkin

4. | Penandatanganan lembar Piagam 1 hari kerja sejak berkas
dan/atau SKTMP (per kelas) Piagam dan/atau SKTMP

diterima

S. | Pengiriman/sinkronisasi berkas Piagam 1 hari kerja sejak berkas

Piagam dan/atau SKTMP
selesai ditandatangani

H. Perhatian:
SOP ini dilaksanakan untuk menjamin proses penandatanganan STTP,
STLUD, STLUPKP, dan/atau sertifikat secara elektronik di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dilaksanakan secara tepat cara
dan tepat waktu, serta integrasi data kepegawaian dengan HRIS yang lebih
cepat dan akurat.

I. Matriks RASCI

Kabid
Evalapkin
/P3K

Kasubbid
PHD/
Evalapkin

Kepala
Pusdiklat

Pengolah
Data

Penyiapan berkas Piagam
dan/atau SKTMP untuk
ditandatanganani secara digital
(per kelas)

R/A

Verifikasi data pada berkas

Piagam dan/atau SKTMP (per
kelas) oleh Kasubbid ) )
PHD/Evalapkin

R/A -

Verifikasi data pada berkas
Piagam dan/atau SKTMP (per
kelas) oleh Kepala Bidang
Evalapkin/P3K

- R/A - -
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Kabid |Kasubbid
Evalapkin| PHD/
/P3K |Evalapkin

Kepala
Pusdiklat

Pengolah
Data

Penandatanganan lembar
Piagam dan/atau SKTMP (per R/A - - -
kelas)

Pengiriman/sinkronisasi berkas
Piagam dan/atau SKTMP yang
telah ditandatangani ke HRIS - - - R/A
Kementerian Keuangan (per
[ kelas)

J. Prosedur Kerja:

1. Pengolah Data Subbidang PHD/Evalapkin berdasarkan hasil penentuan
kelulusan/pengukuran pencapaian kompetensi peserta pelatihan,
menyiapkan berkas Piagam/SKTMP:

a. memastikan kelengkapan data peserta dengan menggunakan data

HRIS;
b. melengkapi dan memastikan  kebenaran  data  lembar
Piagam /SKTMP;

c. melakukan generate berkas Piagam/SKTMP; dan

d. melakukan pratinjau seluruh berkas untuk memastikan
kelengkapan dan kebenaran data peserta dan lembar
Piagam /SKTMP.

kemudian melalui aplikasi menyampaikan kepada Kasubbid
PHD/Kasubbid Evalapkin.

2. Kasubbid PHD/Kasubbid Evalapkin:
a. melakukan verifikasi data peserta dan lembar Piagam/SKTMP; dan
b. mengubah status Piagam/SKTMP menjadi “siap”

kemudian melalui aplikasi menyampaikan kepada Kepala Bidang
Evalapkin/P3K.

3. Kepala Bidang Evalapkin/P3K melakukan verifikasi data peserta dan
lembar Piagam/SKTMP kemudian menyampaikan pemberitahuan

kepada Kepala Pusdiklat bahwa Piagam/SKTMP telah siap
ditandatangani.

4. Kepala Pusdiklat melakukan penandatanganan Piagam/SKTMP secara
elektronik.

S. Pengolah Data Subbidang PHD/Evalapkin:
a. memantau status penandatanganan Piagam/SKTMP;
b. memastikan bahwa tanda tangan telah dilakukan dengan benar; dan
c. melakukan pengiriman/sinkronisasi berkas Piagam/SKTMP yang
telah ditandatangani ke HRIS Kementerian Keuangan.
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K. Bagan Alir (Flowchart)
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Disahkan oleh:
Sekretaris Badan Pendidikan
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